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ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
PERUSAHAAN PT ABC

ABSTRAK

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

Perusahaan merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk terus
mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan
pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
terhadap pegawai tetap pada PT ABC dan untuk mengetahui kesesuaian antara
perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap
pada PT ABC dengan Peraturan Per-undang Undangan yang berlaku. Lokasi
penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang terletak di Gianyar. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data menggunakan
data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi.
Teknik alalisis data menggunakan analisis komparatif. Berdasarkan hasil dari
analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 168 Tahun 2023 pada PT ABC dapat ditarik kesimpulan bahwa
perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengalami ketidaksesuain.

Kata Kunci: PPh 21, Perhitungan, PP 58, PMK 168



ANALYSIS OF CHANGES IN THE AVERAGE EFFECTIVE RATE OF
INCOME TAX ARTICLE 21 ON PERMANENT EMPLOYEES AT PT ABC
COMPANY

ABSTRACT

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

The company is one of the Income Tax Article 21 withholders because it pays
employee salaries every month and is required to keep abreast of any updates to
tax regulations, especially Article 21 income tax so that there are no errors in
paying employee salaries. The purpose of this study is to determine the
calculation of Income Tax Article 21 on permanent employees at PT ABC and to
determine the suitability between the calculation and reporting of Income Tax
Article 21 on permanent employees at PT ABC with applicable laws and
regulations. The location of this research was conducted at PT ABC which is
located in Gianayar. The type of data used in this research is quantitative data.
The data source uses secondary data. Data collection methods are observation
and documentation. Data analysis techniques using comparative analysis. Based
on the results of the analysis of the calculation of Income Tax Article 21 with the
enactment of Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 and Minister of
Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023 at PT ABC, it can be concluded
that the calculation of Income Tax Article 21 carried out according to the
company and according to Goverment Regulation Number 58 of 2023 is
inconsistent.

Keywords: Income Tax 21, Calculation, PP 58, PMK 168
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta
penduduknya yang banyak, dengan kekayaan alam dan jumlah penduduk
yang besar, membutuhkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah memerlukan
sumber pembiayaan yang memadai, dan salah satu sumber utama pendapatan
negara adalah sektor pajak.

Kesadaran, kepedulian, dan pemahaman yang baik tentang pajak
sangatlah penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam sistem
perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Perpajakan yang mengatur berbagai aspek terkait pajak, termasuk wajib
pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tata cara perhitungannya. Salah satu
perhitungan pajak di Indonesia adalah menghitung pajak penghasilan orang
pribadi.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan adanya
peningkatan potensi penerimaan pajak. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri
Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa tax ratio di Indonesia
terlalu rendah, dengan pengesahan UU HPP ini maka lapisan penghasilan
orang pribadi yang akan dikenai tarif pajak penghasilan terendah 5%

dinaikkan menjadi Rp60.000.000,00 dari yang sebelumnya Rp50.000.000,00.



Pemerintah juga menambah lapisan PPh Orang Pribadi 35% untuk
penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000,00. UU HPP juga
menjelaskan bahwa pengintegrasian basis data kependudukan dengan sistem
administrasi perpajakan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan
lebih memudahkan para wajib pajak Orang Pribadi dalam menjalankan hak
dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terhitung saat akhir tahun 2023, pemerintah resmi menerapkan
perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mulai berlaku Januari
2024. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan wajib pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 58 Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif
untuk pemotongan PPh Pasal 21. Aturan teknis perhitungan tarif efektif untuk
pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 168 Tahun 2023. Kedua peraturan ini membawa perubahan penting
dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21, khususnya terkait dengan
karyawan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses
pemotongan PPh Pasal 21. Penyederhanaan ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak, termasuk pejabat, PNS, anggota TNI/ Polri, dan
pensiunannya. Dalam penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2023, disebutkan

bahwa penetapan tarif efektif ini mempertimbangkan adanya pengurang



penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-rata
(TER) PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tarif Efektif Rata-rata bulanan
(TER bulanan) dan Tarif Efektif Rata-rata harian (TER harian). TER bulanan
dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa
pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap.
Sedangkan, TER harian dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima
harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi
dengan status pegawai tidak tetap.

Pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 168 Tahun 2023
mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21
per masa, sedangkan tarif pada Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung
PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak terakhir. Ketentuan tersebut pun berlaku
bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Kewajiban
pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan Januari
atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21 yang
terutang dilakukan berdasar pada penghasilan neto yang disetahunkan. Pajak
dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun
pajak yang bersangkutan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa
pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak
terakhir, yakni masa saat karyawan Dberhenti bekerja dalam hal ini

mengundurkan diri atau resign.



Pemerintah dalam aturan ini mengatur penghitungan PPh 21 yang
dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan
kategori A, B, dan C.

Merujuk pada Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang
diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, disebutkan
tidak ada pajak baru atau tambahan beban baru dalam pengenaan PPh atas
wajib pajak orang pribadi dengan skema TER. Skema penghitungan itu hanya
meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif
efektif.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November menjadi
hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan yang
besarannya dikategorikan berdasarkan total penghasilan, status perkawinan,
hingga jumlah tanggungan.

Pada bulan Desember atau masa pajak terakhir perhitungan kembali
normal, seperti sebelumnya. Penghitungan normal atau selain menggunakan
metode TER ini merupakan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya
jabatan/ pensiun, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang
dibayar melalui pemberi kerja, untuk memperoleh nilai pajak neto setahun.
Setelah itu, dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak, untuk
memperoleh nilai penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh sehingga mendapatkan nilai PPh

terutang setahun. Setelahnya dikurangi total PPh yang telah dipotong dari



Januari-November untuk mengetahui PPh 21 yang harus dipotong pada
Desember.

Perusahaan merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk
terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak
penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji
karyawan. Salah satu perusahaan yang menerapkan perhitungan PPh 21 yaitu
PT ABC yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang
perhotelan dan spa. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan
beroperasional di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya
untuk membayar pajak yang telah ditentukan, seperti pajak Penghasilan Pasal
21. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC belum benar,
karena pada perhitungan PPh Pasal 21 PT ABC per Januari 2024 masih
menggunakan metode perhitungan Tarif Progresif, sedangkan untuk
perhitungan PPh Pasal 21 per Januari 2024 harus berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 Tahun 2023.

Merujuk pertimbangan dan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian
lebih jauh tentang pengaruh perubahan tarif efektif rata-rata (TER) Pajak
Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fenomena
yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengaruh
Perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap

Pegawai Tetap Pada PT ABC”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang

menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimanakah pengaruh setelah berlakunya Tarif Efektif Rata-rata Pajak
Penghasilan Pasal 21 terhadap PT ABC?

Apakah terdapat perubahan pada gaji bersih pegawai tetap PT ABC
setelah berlakunya Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21?
Bagaimana perbandingan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif
Progresif dengan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 Tarif Efektif Rata-

rata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan

pelaksanaan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pengaruh perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak
Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT ABC.

Untuk mengetahui perubahan yang signifikan pada gaji bersih pegawai
tetap pada PT ABC setelah perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak
Penghasilan Pasal 21.

Untuk mengetahui perbandingan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif

Progresif dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata.



1.4. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis
berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam
pelaksanaan dan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21
terhadap pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan, serta
menjadi referensi dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut degan topik yang sama.
Manfaat Empiris
Adapun manfaat empiris yang dapat diambil dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Bagi Mahasiswa
Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
pengalaman di lapangan, menambah wawasan dan pengetahuan
sekaligus mengaplikasikan serta menerapkan teori perpajakan
terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dalam
perkuliahan.
b. Bagi Politeknik Negeri Bali
Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan
referensi sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain

pada penelitian selanjutnya.



Bagi PT ABC

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan
perbandingan dalam memecahkan masalah dalam bidang perpajakan,

khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.



BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PT
ABC belum benar,pada SPT Masa Januari 2024 dikarenakan
perusahaan masih menggunakan perhitungan Tarif Progresif,
sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 per Januari 2024 harus
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Progresif dan menurut perhitungan
menggunakan Tarif Efektif Rata-rata terdapat perbedaan nilai PPh 21
terutang pada masa Januari 2024. Dilihat dari perhitungan PPh Pasal
21 Masa Pajak Januari 2024 dari ke-47 pegawai tetap tersebut yang
menggunakan perhitungan Tarif Progresif sebesar Rp3.729.240,
sedangkan perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata sebesar
Rp2.427.179, sehingga terdapat selisin sebesar Rp Rpl.302.061.
Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami lebih
bayar dan perusahaan melakukan pembetulan SPT PPh 21 Masa
Januari 2024. PT ABC dapat memilih 3 opsi, yaitu PT ABC dapat
mengkompensasikannya pada masa pajak berikutnya setelah

melakukan pembetulan SPT PPh 21 Masa Januari, PT ABC dapat
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mengajukan restitusi (pengembalian pajak), atau PT ABC dapat
menyumbangkannya kepada negara.

Berdasarkan perubahan peraturan ini tentu terdapat perubahan pada
gaji bersih pegawai tetap (take home pay) per masa. Dapat dilihat pada
perhitungan PPh 21 PT ABC banyak pegawai yang mengalami
kelebihan pemotongan pajak dan terdapat 2 pegawai yang kurang
dipotong pajak. Bagi pegawai yang mengalami kelebihan pemotongan
pajak, maka perusahaan dapat mengkompensasikan kelebihan
pemotongan tersebut pada masa selanjutnya setelah melakukan
pembetulan SPT PPh 21. Bagi pegawai yang mengalami kurang
dipotong pajak maka perusahaan akan memotong gaji pegawali
tersebut diperiode berikutnya.

Dalam skema perhitungan menggunakan tarif progresif terdapat
banyaknya skenario pemotongan. Kompleksitas dan kerumitan dari
jumlah skenario tersebut dapat menjadi beban atau membingungkan
bagi Wajib Pajak. Pada skema perhitungan menggunakan Tarif Efektif
Rata-rata dibuat untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh
Pasal 21 karena hanya melibatkan tarif yang didapatkan dikaliakan
dengan penghasilan bruto untuk masa pajak, namun dengan adanya
skema TER ini tidak akan mengubah perhitungan PPh 21 dalam
setahun karena masih menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.
Perhitungan menggunakan tarif progresif masih mempertimbangkan

subjek pajak yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP,
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sedangkan pada perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata
tidak mempertimbangkan subjek pajak yang memiliki NPWP atau

tidak memiliki NPWP.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat
mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:
5.2.1. Bagi peneliti selanjutnya

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah
jumlah sampel penelitian untuk lebih memperkuat dan
memperinci hasil temuan.

2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan
lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan
temuan baru.

5.2.2. Bagi Perusahaan
Perusahaan diharapkan untuk melakukan perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengikuti peraturan perpajakan

terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 serta

perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum

memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.
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